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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 5 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan 

Fidusia terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang Pontianak.  

Perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan 

bermotor roda dua secara kredit wajib mendaftarkan objek jaminan (kendaraan bermotor 

roda dua) debitur ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM. Dasar hukum pendaftaran jaminan fidusia ini diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran 

Jaminan Fidusia. Namun faktanya, FIF GROUP Cabang Pontianak selaku perusahaan 

pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa pinjaman dana 

khusus untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua merek Honda secara kredit tidak 

mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda dua yang berstatus 

kredit di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Kalimantan Barat. 

Faktor-faktor yang menyebabkan belum diterapkannya sanksi administrasi 

berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang 

Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor roda 

dua yang berstatus kredit dikarenakan kurangnya SDM untuk melakukan pengecekan 

masalah pendaftaran kendaraan bermotor roda dua secara kredit sebagai jaminan fidusia 

ke perusahaan pembiayaan seperti FIF GROUP Cabang Pontianak. Selain itu, debitur 

yang mendapat fasilitas kredit kendaraan bermotor roda dua dari FIF GROUP Cabang 

Pontianak tidak pernah melaporkan ke Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat mengenai pendaftaran 

kendaraan bermotor roda duanya secara kredit sebagai jaminan fidusia. 

Akibat hukum bagi debitur dalam hal kendaraan bermotor roda duanya yang 

berstatus kredit tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah kendaraan 

bermotor roda duanya tidak bisa dilakukan eksekusi (penarikan) walaupun debitur 

menunggak angsuran kreditnya. Sedangkan akibat hukum bagi FIF GROUP Cabang 

Pontianak yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan 

bermotor roda dua yang berstatus kredit adalah tidak bisa melakukan eksekusi 

(penarikan) kendaraan bermotor roda dua debitur apabila debitur menunggak angsuran 

kreditnya. Selain itu,  FIF GROUP Cabang Pontianak dapat dikenakan sanksi 

administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta sanksi pidana perampasan 

karena melakukan eksekusi (penarikan) kendaraan bermotor roda dua debitur secara 

paksa. 

Adapun upaya yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Kalimantan Barat terhadap perusahaan pembiayaan FIF GROUP 

Cabang Pontianak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor 

roda dua yang berstatus kredit adalah memberikan sanksi administratif, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia, apabila terdapat laporan dari debitur/konsumen yang 

mengetahui bahwa kendaraan bermotor roda duanya yang berstatus kredit tidak 

didaftarkan sebagai jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan FIF GROUP Cabang 

Pontianak. 
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